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PUTUSAN
Nomor 2280/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam
perkara:
PT SARANA JAMBI UTAMA, beralamat di Komplek
Pelabuhan Samudera Muara Sabak, Desa Kampung
Singkep, Tanjung Jabung Timur, Jambi, yang diwakili oleh
Agus Setiadi Lukita, jabatan Direktur;
Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rizal Bawazier,
kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat, beralamat di
Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
050/SJU/PJK/II/2021, tanggal 5 Maret 2021;
Pemohon Peninjauan Kembali ;
Lawan
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat
kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani By Pass Jakarta
Timur 13230;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eddy Santosa,
kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pemeriksa Bea dan
Cukai Madya, Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan,
dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
SKU-345/BC.06/2021, tanggal 13 April 2021;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan
peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-
000168.45/2020/PP/M.XVIIA Tahun 2020, tanggal 2 Desember 2020, yang
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telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon

Peninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:

Bahwa perhitungan bea masuk dan pajak-pajak atas impor pada PIB

Nomor: 000402 tanggal 23 September 2019 yang seharusnya adalah

sebagai berikut:

Menurut Ketetapan Menurut Selisih Yang
Dirjen Bea dan Cukai | Pemohon Banding dan Diajukan
PIB Banding
Bea Masuk 437.631.000 0 437.631.000
PPN Import 919.024.000 875.261.000 43.763.000
PPh 22 Import 229.756.000 218.818.000 10.940.000
Total 492.334.000

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan
surat uraian banding tanggal 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-
000168.45/2020/PP/M.XVIIA Tahun 2020, tanggal 2 Desember 2020, yang
telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur
Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-271/WBC.05/2019 tanggal 28
November 2019 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat
Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-
000016/NTL/WBCO5/KPPMP02/2019 tanggal 03 Oktober 2019 atas nama:
PT Sarana Jambi Utama, NPWP: 02.236.363.4-334.000, beralamat di

Komplek Pelabuhan Samudera Muara Sabak, Desa Kampung Singkep,

Penetapan Tarif dan/atau Nilai

Tanjung Jabung Timur, Jambi, tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan
kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Desember 2020,
kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan
permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan
Pajak pada tanggal 5 Maret 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Maret
2021;
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Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta
alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka
permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang
diterima tanggal 5 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah
Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon
Banding untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-
000168.45/2020/PP/MXVIIA Tahun 2020 yang diucapkan tanggal 02
Desember 2020, dan mengadili sendiri dengan amar yang menyatakan :

a. Mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Peninjauan Kembali
dahulu Pemohon Banding;

b. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding untuk
membayar biaya perkara,

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,
Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan
Kembali pada tanggal 13 April 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan
Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali
dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali
tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali menolak

Putusan Pengadilan Pajak tersebut yang Menyatakan banding Pemohon

Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-

271/WBC.05/2019 tanggal 28 November 2019 tentang Penetapan atas
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Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP)

Nomor: SPTNP-000016/NTL/WBCO05/ KPPMP02/2019 tanggal 03 Oktober

2019 atas nama: PT Sarana Jambi Utama, NPWP: 02.236.363.4-334.000,

beralamat di Komplek Pelabuhan Samudera Muara Sabak, Desa

Kampung Singkep, Tanjung Jabung Timur, Jambi, tidak dapat diterima.

Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan

pertimbangan:

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam
perkara a quo yaitu Tidak diterima banding Pemohon Banding terhadap
keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-
271/WBC.05/2019 tanggal 28 November 2019 tentang Penetapan atas
Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean
(SPTNP) Nomor: SPTNP-000016/NTL/WBCO05/ KPPMP02/2019 tanggal
03 Oktober oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan,
karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan
dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali
dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat
menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap
dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan
Pajak dengan menyatakan banding Pemohon Banding tidak diterima,
sudah benar sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan
hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu
bahwa terdapat kesalahan pencantuman nomor Keputusan Terbanding
pada Surat Banding, dengan demikian Surat Banding Nomor:
009/SJU/1/2020 tanggal 06 Januari 2020 tidak memenuhi ketentuan
formal sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak maka banding
Pemohon Banding tidak dapat diterima;

b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon
Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat
yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan
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Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka
permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan
Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,
maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada
Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang
terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan
Kembali PT SARANA JAMBI UTAMA;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara
pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus
ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021,
oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung
Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan
oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-
sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan
H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
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Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh
para pihak.

Anggota Majelis: Ketua Majelis,

ttd. ttd.

Dr.H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H. Prof.Dr.H. Supandi, S.H.,M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00

2. Redaksi Rp 10.000,00

3. Administrasi PK Rp2.480.000,00
Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Simbar Kristianto, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001
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